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ABSTRAK. Sertifikasi halal merupakan proses evaluasi dan persetujuan produk yang 

memenuhi persyaratan Syariah Islam. Sertifikasi halal penting karena memberikan 

jaminan  produk halal kepada konsumen khususnya konsumen Muslim. Akan tetapi 

sebagian masyarakat Indonesia masih belum menyadari pentingnya sertifikasi halal. 

Sekitar 50% UMKM di ngawi yang bergerak dibidang pangan belum mempunyai 

sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan serta 

pemahaman terhadap pelaku usaha UMKM di wilayah Ngawi tentang pentingnya 

sertifikasi halal. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan dukungan serta pembinaan 

kepada UMKM bidang pangan  di Kabupaten Ngawi dengan tujuan untuk 

meningkatkan  jaminan mutu produk halal. Bentuknya adalah sosialisasi dan pelatihan 

dengan metode ceramah, tanya jawab dan tutorial, serta dukungan pendaftaran sertifikasi 

Halal gratis (Sehati) dengan sistem skema self-declare. Maka dari itu, dalam rangka 

mengembangkan perekonomian daerah dan mempersiapkan diri memasuki Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (AEC), UMKM perlu memberikan jaminan terhadap kualitas produk 

yang dihasilkan, termasuk jaminan produk Halal. Dengan adanya sosialisasi ini 

diharapkan Indonesia dapat mencapai target 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024 

serta  menjadi pusat Industri pangan halal dunia. 
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 PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak di 

dunia, menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) 

jumlah penduduk muslim di indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 

2023. Secara syariat muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal 

dan thoyyib yang berarti makanan yang dikonsumsi selain diperbolehkan 

oleh syariat juga baik untuk kesehatan tubuh (Khairunnisa et al., 2020; Nadya 

et al., 2023). Hal ini menjadikan peluang usaha yang semakin besar untuk 

produk halal yang didukung dengan adanya usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) yang telah banyak mendominasi unit usaha di indonesia 

yaitu sebanyak 64, 2 juta, menurut laporan menteri keuangan (2021) terdapat 

sekitar 65 juta UMKM di indonesia dengan jumlah 650.000 UMKM yang telah 

memiliki sertifikasi halal. Mengacu pada UU No.  33  tahun  2014  tentang  

Jaminan  Produk  Halal  (JPH)  pasal  4  bahwa  produk  yang  masuk,  beredar,  

dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Kristiana 

et al., 2020; Qomaro et al., 2019; Yuwana & Hasanah, 2020). 

Sertifikasi halal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh LPPOM 

MUI dalam melakukan pengawasan kehalalan dan keharaman makanan dan 

obat serta kosmetik dan kewajiban dalam pengawasan peredaran makanan 

dan minuman yang halal. Akan tidak semua produk UMKM mampu untuk 

mendapatkan sertifikasi halal karna harus melalui banyak proses seperti uji 

laboratorium yang tidak mudah untuk dijangkau sehingga dibutuhkannya 

bantuan pembinaan salah satunya adalah pembinaan dalam pemeriksaan 

laboratorium pada produk yang dihasilkan(Armiani et al., n.d.; Farhan, 2018; 

Fuadi et al., 2022). Hal ini didukung oleh menteri agama lukman hakim 

saifuddin yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki keinginan dalam 

memfasilitasi dan membantu pembiayaan sehingga UMKM yang bergerak 

dibidang makanan dan minuman dengan mudah untuk mendapatkan 

sertifikasi halal. Saat ini UU JPH yang telah berlaku sejak 17 oktober 2019 

memiliki tenggang waktu hingga 17 oktober 2024 yang mengharuskan bagi 

setiap UMKM untuk mengajukan sertifikasi (Mardhotillah et al., 2022; 

Mustakim et al., 2022). Dalam Al-Quran surah Al-baqarah Ayat 168 yang 

berbunyi: 
ِ إِنْ كُ  ُ حَلََلًا طَي بِاا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللََّّ ا رَزَقكَُمُ اللََّّ نْتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونفكَُلوُا مِمَّ  

Menjelaskan bahwa manusia diharuskan untuk mengkonsumsi makanan 

yang halal dan baik untuk dikonsumsi Adapun cakupan produk dalam 

Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, 

kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta 

barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
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(Putro et al., 2022; Ulfin et al., 2022). 

Ngawi merupakan salah satu kota di indonesia yang memiliki banyak 

UMKM untuk mengembangkan perekonomian daerah dan sebagai wujud 

persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), oleh karena itu 

UMKM harus memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan salah 

satunya adalah jaminan produk halal yang akan memberikan kenyamanan 

dan kepuasan konsumen, akan tetapi terdapat sekitar 50% UMKM di ngawi 

yang bergerak dibidang pangan belum mempunyai sertifikasi halal. 

Sertifikasi halal sendiri memilki banyak manfaat yang belum disadari oleh 

banyaknya pelaku usaha UMKM, oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan 

pendampingan serta pembinaan kepada UMKM dibidang pangan yang ada 

di kabupaten ngawi dengan tujuan meningkatkan kualitas jaminan produk 

halal(Salam, 2022; Shofiyah & Qadariyah, 2022). 

METODE  

Desain pengabdian masyarakat ini adalah kuasi eksperimental.  

Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada pelaku 

usaha UMKM terkait sertifikasi halal dilaksanakan di Gedung Pertemuan 

Notosuman, Ngawi. Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh 40 pelaku usaha 

UMKM dibidang pangan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM di wilayah Ngawi tentang 

pentingnya sertifikasi halal dan mendukung mereka dalam menghasilkan 

produk UMKM olahan halal bagi masyarakat luas pada intervensi langsung 

di tingkat UMKM untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan jaminan 

produk halal melalui program SEHATI. Dalam setiap langkah, penting untuk 

memperhatikan karakteristik UMKM dan melibatkan mereka secara aktif 

dalam seluruh proses. Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di 

Gedung Pertemuan Notosuman, Ngawi. Provinsi Jawa Timur ini dilakukan 

dengan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial dalam bentuk workshop 

atau pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi 

halal gratis (sehati) melalui skema self-declare. Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian terbagi menjadi 3 tahapan yaitu : 

1. Tahap persiapan 

Kegiatan persiapan ini berupa koordinasi dengan dengan tim acara terkait 

alur dan proses kegiatan sosialisasi sertifikasi halal (Self Declare) untuk 

Usaha Mikro Dan Kecil.  

2. Tahap pelaksanaan penyampaian materi  

Pelaksanaan penyampaian materi sertifikasi halal (self declare) diikuti oleh 

40 orang pelaku usaha UMKM, sosialisasi ini dilakukan secara offline yang 
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diadakan pada tanggal 20 November 2023 di Gedung Pertemuan 

Notosuman, Ngawi. Sementara itu, materi yang diberikan sosialisasi 

berlangsung, yaitu: 

a. Pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil  

b. Sejarah singkat halal di Indonesia  

c. Sistem jaminan produk halal (SJPH)  

d. Isu penting JPH dalam UU Ciptaker  

e. Proses produk halal (PPH) 

f. Pendampingan PPH  

g. Persyaratan pelaku usaha  

h. Sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil  

3. Tahap tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha (PU)  

Tahap ini mejelaskan persyaraan, dokumetasi, dan tahapan-tahapan yang 

harus dipersiapkan oleh pelaku usaha unuk mendaftar program sertifikasi 

halal gratis 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk kontribusi 

program studi Ilmu Gizi Universitas Darussalam Gontor untuk 

mensosialisasikan urgensi Sertifikasi Halal bagi UMKM dan Program 

Sertifikasi Halal Gratis bagi (SEHATI) UMKM di Wilayah Ngawi. Secara 

keseluruhan, kegiatan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 

pelaku usaha UMKM di wilayah Ngawi tentang pentingnya sertifikasi halal 

melalui workshop sertifikasi halal dan mendukung mereka dalam 

menghasilkan produk UMKM olahan halal bagi masyarakat luas dan 

diharapkan juga melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami dan 

paham bahwa sertifikasi halal sangatlah penting bagi produk usaha kecil dan 

menengah yang mereka jual (Astuti et al., 2023; Gunawan, Darmawan, et al., 

2022; Nadya et al., 2023). Pada akhirnya, kepercayaan konsumen terhadap 

produk usaha kecil akan meningkat, hubungan masyarakat lokal dengan 

usaha kecil akan tetap positif, dan kesadaran akan produk halal dan haram 

akan meningkat dan pentingnya sertifikasi halal pada produk khususnya 

produk pangan dapat meningkatkan perekonomian kota Ngawi (Akim et al., 

2018). Hal ini Juga mencakup penjelasan tentang mekanisme sertifikasi halal 

Gratis (SEHATI) sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian pemerintah 

terhadap kewajiban UU Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa produk yang 

diimpor, didistribusikan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus 

bersertifikat Halal (Khairunnisa et al., 2020; Kristiana et al., 2020; Qomaro et 

al., 2019). 
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Materi Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menegah 

Penyampaian materi yang pertama disampaikan oleh Amilia Yuni 

Damayanti S.Gz.,M.Gizi. Terkait pentingnya sertifikasi halal yang sesuai 

dengan UU No.  33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH) 

(Gunawan, Juwari, et al., 2022; Rido & Sukmana, 2021; Widiati & Azkia, 2023). 

Sertifikasi halal merupakan proses pengujian produk yang dilakukan secara 

bertahap untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar halal yang 

ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengenalan sertifikasi 

Halal tidak lain adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi 

Halal, yaitu: (1) Memastikan produk yang dihasilkan mematuhi peraturan 

Halal dan memastikan Proses Produk Halal (PPH) sesuai dengan peraturan 

Halal untuk produk; (2) Peralatan produksi, peralatan bantu, karyawan; 

Berusaha untuk memastikan tidak ada kontaminasi oleh zat haram, bahkan 

di lingkungan produksi (3) menjaga proses produksi halal (Moerad et al., 

2023; Qomaro et al., 2019; Widayat et al., 2020). 

Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status 

kehalalan pada produk yang diuji oleh LPH. Penerapan jaminan produk halal 

di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal khususnya di 

sektor UMKM(Kristiana et al., 2020; Moerad et al., 2023; Nadya et al., 2023). 

Oleh karena itu Sertifikasi halal sangatlah penting terutama bagi pelaku 

usaha UMKM karena meimiliki poin penjualan yang unik, menjangkau lebih 

banyak warga muslim di luar negeri, memiliki peluang untuk masuk ke pasar 

global, serta meningkatkan kepercayaan dari konsumen.  
 

 
Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Pentingnya Sertifikasi halal bagi pelaku 

UMKM 

Pada materi pertama yang diberikan dijelaskan ayat Al-Quran terkait Halal 

dan Thayyib  
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ِ إِنْ كُنْتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُون ُ حَلََلًا طَي بِاا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللََّّ ا رَزَقكَُمُ اللََّّ  فكَُلوُا مِمَّ
Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 

menyembah kepada-Nya." 

Sistem jaminan produk halal (SJPH) yang harus diterapkan oleh setiap 

pelaku usaha dalam menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya 

sertifikat halal yaitu berupa system yang disusun, diterapkan, dan dipelihara 

untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya dan 

prosedur dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal(Khairunnisa 

et al., 2020; Nurani et al., 2020; Salam, 2022). 

Penyampaian Materi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro 

Dan Kecil  

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersinergi 

dengan Kementrian Agama mencapai salah satu kemajuan baru dalam 

pelaksanaan sertifikasi Halal. Program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi 

para pelaku usaha dan UMKM pada tahun 2021 dengan target jumlah kuota 

sebanyak 3.200 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia (Astuti et al., 2023; 

Hasanah et al., 2021; Ilham, 2022). Program SEHATI merupakan program 

pemerintah yang biaya pelaksanaannya ditanggung daru anggaran DIPA 

BPJH Secara langsung Program SEHATI bertujuan untuk: 

1. Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan 

produksi sesuai dengan ketentuan syariah  

2. Mempu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal 

yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM. 

3. Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi 

ketentuan akan produk halal. 

4. Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi 

baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional. 

 

Gambar 2. Pendampingan Pengisian Formulir Pengajuan Sertifikasi Halal  
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Usaha kecil dan menengah yang berhak mendaftar sebagai subjek 

program sertifikasi Halal gratis “SEHATI” adalah usaha yang sangat 

produktif yang mempunyai modal usaha atau telah mencapai kinerja 

penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Produk bebas risiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan 

mutunya halal. 

2. Proses pembuatannya dijamin halal dan sederhana  

 
Gambar 3 menunjukkan dokumen dan persyaratan yang harus disiapkan untuk 

mendaftar sebagai pelaku usaha penerima sertifikasi halal gratis 

Setelah  pelaku  usaha  UMKM  mengumpulkan  dokumen-dokumen  wajib  

untuk  pendaftaran,  maka pelaku usaha    tinggal    melakukan    pendafaran 

seperti pada langkah-langkah dibawah ini 
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Gambar 4 Alur Pendaftara Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan 

sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis dengan sekma self-

declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Ngawi adapun poin-

poin utama yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya 

sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan Kecil, (2) Masyarakat pelaku 

usaha mikro dan kecil mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan 

skema self-declare  usaha mikro dan kecil yang biayanya dibebankan pada 

DIPA BPJPH; (3) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil memahami 

prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis 

untuk UMKM dengan skema self-declare melalui lama website SIHALAL 

(http://ptps.halal.go.id).. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis dapat memberikan ucapan terimaksih kepada pihak-pihak 

yang terkait atau yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan 
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